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Lampiran 1. Instrumen Penelitian

PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAWIJAYA
TAHUN 2020
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Waktu Wawancara e,

PERTANYAAN
A. Kebijakan Pemerintah

1. Bagaimana kebijakan yang dibuat mengenai DAK untuk bidang kesehatan?
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Apakah setiap kebijakan yang dibuat tersebut telah diimplementasikan?
Bagaimana implementasinya di lapangan?

Apakah kebijakan yang dibuat tersebut sudah tepat dan menyangkut kepentingan
umum?

Bisakah dijelaskan maksud dan tujuan dari implementasi kebijakan DAK untuk
Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya!

B. Implementasi Kebijakan DAK

1.

Bagaimana pelaksanaan DAK berupa biaya operasional di bidang kesehatan?

Berapa besar anggaran biaya operasional bidang kesehatan yang dialokasikan
untuk daerah provinsi?



122

Berapa besar anggaran biaya operasional bidang kesehatan yang dialokasikan
untuk daerah kabupaten/kota?

Berapa besar anggaran biaya operasional bidang kesehatan yang dialokasikan
untuk Puskesmas?

Menurut anda, apakah DAK bidang kesehatan berupa biaya operasional
mengalami peningkatan?

Menurut anda, DAK bidang kesehatan berupa biaya operasional sudah optimal
dalam pengalokasiannya?

Bagaimana pelaksanaan DAK bidang kesehatan berupa jaminan persalinan?



10.

1.

12.
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Berapa besar anggaran jaminan persalinan yang dialokasikan untuk daerah
provinsi?

Berapa besar anggaran jaminan persalinan yang dialokasikan untuk daerah
kabupaten/kota?

Berapa besar anggaran jaminan persalinan yang dialokasikan untuk Puskesmas?

Menurut anda, apakah DAK bidang kesehatan berupa jaminan persalinan
mengalami peningkatan?

Menurut anda, DAK bidang kesehatan berupa jaminan persalinan sudah optimal
dalam pengalokasiannya?
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14.

15.

16.

17.
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Bagaimana pelaksanaan DAK bidang kesehatan berupa akreditasi Puskesmas?

Berapa besar anggaran akreditasi Puskesmas yang dialokasikan untuk daerah
provinsi?

Berapa besar anggaran akreditasi Puskesmas yang dialokasikan untuk daerah
kabupaten/kota?

Berapa besar anggaran akreditasi yang dialokasikan untuk Puskesmas?

Menurut anda, apakah DAK bidang kesehatan berupa akreditasi Puskesmas
mengalami peningkatan?
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19.

20.

21.

22.
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Menurut anda, DAK bidang kesehatan berupa akreditasi Puskesmas sudah
optimal dalam pengalokasiannya?

Bagaimana pelaksanaan DAK bidang kesehatan berupa pengawasan obat dan
makanan?

Berapa besar anggaran pengawasan obat dan makanan yang dialokasikan untuk
daerah provinsi?

Berapa besar anggaran pengawasan obat dan makanan yang dialokasikan untuk
daerah kabupaten/kota?

Berapa besar anggaran pengawasan obat dan makanan yang dialokasikan untuk
Puskesmas?
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24.

25.

26.
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Menurut anda, apakah DAK bidang kesehatan berupa pengawasan obat dan
makanan mengalami peningkatan?

Menurut anda, DAK bidang kesehatan berupa pengawasan obat dan makanan
sudah optimal dalam pengalokasiannya?

Bagaimana pelaksanaan DAK bidang kesehatan berupa komunikasi kesehatan?

Berapa besar anggaran komunikasi kesehatan yang dialokasikan untuk daerah
provinsi?

Berapa besar anggaran komunikasi kesehatan yang dialokasikan untuk daerah
kabupaten/kota?
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29.

30.

31.
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Berapa besar anggaran komunikasi kesehatan yang dialokasikan untuk
Puskesmas?

Menurut anda, apakah DAK bidang kesehatan untuk komunikasi kesehatan
mengalami peningkatan?

Menurut anda, DAK bidang kesehatan untuk komunikasi kesehatan sudah optimal
dalam pengalokasiannya?

Bagaimana pelaksanaan DAK bidang kesehatan berupa penyediaan obat dan
perbekalan kesehatan?

Berapa besar anggaran penyediaan obat dan perbekalan kesehatan yang
dialokasikan untuk daerah provinsi?
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33. Berapa besar anggaran penyediaan obat dan perbekalan kesehatan yang
dialokasikan untuk daerah kabupaten/kota?

34. Berapa besar anggaran penyediaan obat dan perbekalan kesehatan yang
dialokasikan untuk Puskesmas?

35. Menurut anda, apakah DAK bidang kesehatan untuk penyediaan obat dan
perbekalan kesehatan mengalami peningkatan?

36. Menurut anda, DAK bidang kesehatan untuk penyediaan obat dan perbekalan
kesehatan sudah optimal dalam pengalokasiannya?
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C. Akses dan Mutu Layanan Kesehatan

1.

2.

3.

4.

Bagaimana pandangan anda mengenai implementasi kebijakan DAK di Dinas
Kesehatan, apakah telah mampu mewujudkan akses layanan kesehatan yang
maksimal? Jelaskan!

Apakah implementasi kebijakan DAK di Dinas Kesehatan telah memenuhi
kebutuhan sarana dan prasarna pelayanan kesehatan masyarakat? Jelaskan!

Apakah implementasi kebijakan DAK di Dinas Kesehatan telah mendorong
percepatan pembangunan daerah? Jelaskan!

Apakah implementasi kebijakan DAK di Dinas Kesehatan telah mendorong
pencapaian sasaran prioritas nasional di bidang pelayanan kesehatan? Jelaskan!

D. Faktor Penentu (Pendukung/Penghambat)

1.

Bisakah anda jelaskan bagaimana komunikasi menjadi faktor penentu dalam
implementasi kebijakan DAK di Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya? Apakah
komunikasi menjadi faktor pendukung atau penghambat?



130

. Jika sebagai faktor pendukung, bagaimana komunikasi mendukung implementasi
kebijakan DAK bidang kesehatan?

. Jika sebagai faktor penghambat, bagaimana komunikasi menghambat
implementasi kebijakan DAK bidang kesehatan?

Bisakah anda jelaskan bagaimana sumberdaya menjadi faktor penentu dalam
implementasi kebijakan DAK di Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya? Apakah
sumberdaya menjadi faktor pendukung atau penghambat?

. Jika sebagai faktor pendukung, bagaimana sumberdaya mendukung implementasi
kebijakan DAK bidang kesehatan?




10.
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Jika sebagai faktor penghambat, bagaimana sumberdaya menghambat
implementasi kebijakan DAK bidang kesehatan?

Bisakah anda jelaskan bagaimana disposisi menjadi faktor penentu dalam
implementasi kebijakan DAK di Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya? Apakah
disposisi menjadi faktor pendukung atau penghambat?

Jika sebagai faktor pendukung, bagaimana disposisi mendukung implementasi
kebijakan DAK bidang kesehatan?

Jika sebagai faktor penghambat, bagaimana disposisi menghambat implementasi
kebijakan DAK bidang kesehatan?

Bisakah anda jelaskan bagaimana struktur birokrasi menjadi faktor penentu dalam
implementasi kebijakan DAK di Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya? Apakah
struktur birokrasi menjadi faktor pendukung atau penghambat?




1.

12.
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Jika sebagai faktor pendukung, bagaimana struktur birokrasi mendukung
implementasi kebijakan DAK bidang kesehatan?

Jika sebagai faktor penghambat, bagaimana struktur birokrasi menghambat
implementasi kebijakan DAK bidang kesehatan?
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DOKOMENTASI

INFORMAN KUNCI

1. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

2. KEPALA SUB. BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI DINAS
KESEHATAN KAB. JAYAWIJAYA
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3. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DINAS KESEHATAN KAB.
JAYAWIJAYA

INFORMAN BIASA

1. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA) KAB. JAYAWIJAYA
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2. KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
DINAS KESEHATAN KAB. JAYAWIJAYA

3. KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN DINAS
KESEHATAN KAB. JAYAWIJAYA




